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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TIKRGKAT II KUTAI

NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTARG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 BUPATI KEPALA DAERAH TINGE}T:i%%KUTAI,

a.

[0

bahwa berdasarkan Peégﬁqgmn Pemerintah R.I. Nomor 20
Tahun 1997 tentang RetTibusi Daerah sebagal peslaksana
Undang-undang R.I. Romor 18 Tahun 1297 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur . dengan
peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 8 Tahun 1996 perlu disesuaikan;

bahwa untuk melaksanakan penyesualan sebagaimana
dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dalam suatu
Peraturan Daerah. ' e

Undang-undang R.I. HKomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 4i Kalimantan
({Lembaran Negara R.I. Tahun 1953 Nomor 9} sebagal
Undang-undang;

Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah (lLembaran Negara R.I.
Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lemberan Negara HNomor
3037);

Undang-undang R.I. Nomor 11 ‘“Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara NomoT 3046);

Undang-undang R.I. Nomor 13 Tahun 1980 tentanz Jalan
(Lembaran Negara R.I. Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan

- LLembaran Negara R.I. Nomor 3186);

Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negera Nomor
3209);

Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajax
Daerah dan Retribusi Daerah {(Lembaran Negara R.T.
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685);

-



10.

11.

13.

14.

15.

17.

Peraturan Pemerintah R.I. HNomor 27 Tahun 1333 tentang
Pelaksanaan Undang-undang R.I. Nomer & Tahun 1981
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara R.I. Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan

Lembaran XNegara R.I. Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah R.I. NomoOoT 26 Tahun 19685 tentang
Jalan (Lembaran Negara K.T. Tahun 1985 ©Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3293):

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 12927 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang
Pekerjaan Umum kepada Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentand
Retribusi Daerah {Lembaran Negara R.I. Tahun 18937
Nomor 55, Tambahan Lemberan Negara Nomor 36%82};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1593
tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-
undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;

Keputusan Menteri Dalam Kegeri Nomor 84 Tanun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daeran dan Peraturan Daerah
Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Regeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Hegeri Nomor 175 Tahun 1957
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang [Retribusi
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1597
tentang Penyvidik Pagawal Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1I Nomor 23
Tahun 1995 tentang Penyidilk Pegawai Negeril Sipil
(pPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kutai. -

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Kutai

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT TI KUTAT
TENTANG RETRIBUSI TZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
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Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian 1izin kepada orang dan atau badan hukum dalam
rangka Pemberian I1zin kepada orang dan atau badan hukum dimaksud
untuk pembhinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, parangf
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputli perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, vyayasan atau
organisasi vyang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selaniutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Jjumlah Retribusi
vyang terutang;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertesntu vyvang merupakan
hatas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memaniaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnyva disebut SSRD .adalah
Surat vyang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk - melakukan
pembayaran atau penvetoran Retribusi vang terutang ke Kas Daeranh
atau tempat lain vang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan vyang menogundxan
atau menikmati pelayanan jasa usaha vang bersangkutan;

Pemeriksaan adalah serangkaian kKegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
xepatuhan pemenuhan Kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan
Perundana-undangan Retribusi;

Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian
tindakan vyang dilakukan oleh Penyidik Pegawai ¥egeri Sipil, untuk
mencarli serta mengumplulkan bukti vang dengan bukti itu membhuat
jelas tindak pidana di bidang Retribusi vang teriadi serta
menemukan tersangka.

BAR IT
PERIZINAN
Pasal 2
Setiap orang pribadi dan atau badan yang akan mendirikan bangunan
harus mendapatkan i1zin dari Kepala Daeran;

Tata cara mengajukan izin sehbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
ditetapkan oleh Kepala Dasrah.



BAB III
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungur Retribusi

kepada setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan jasa pelayanan
Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan
kepada orang pribadi dan atau badan.

Pasal 5

{1) Subvek Retribusi adalah orang pribadi dan atau bpadan yang
memperoleh Izin Mendirikan Bangunan;

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
1zin Mendirikan Bangunan.

Pasal ¢©

wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan vang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi
tertentu.

BAB 1V
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi
Perizinan tertentu.



BAB V
CARA MENGUKUR TINGKXAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tidgkat pengcunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sabag;imana

dimaksud Pasal 2 diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifiikasl dan
volume .

BAB VI

PRINSIP PENETAPAR DAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUCSI

Pasal G

Prinsip penetapan Tarif Retribusi Tzin Mendirikan Bangunan adalah
untuk menutupil seluruh/sebagian biaya administrasi. survei lapanagan
dan penelitian teknis, pengawasan dan pengendalian waktu pelaksanaan
pembangunan pengawasan dan pengendallan penggunaan serta kondisi
bangunan, xKeterangan Rencana Kota, rencana tata letak bangunan,
rencana pengembangan Jjaringan jalan, rencana pengembangan irigasi,
pencetakan, peta, penataan perpetaan, perencanaan koefisien ketingglian
bangunan (KKB) dan biaya pembinaan.

-

Pasal 10

{1} Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Banogunan 8idang Cipta
Karya ditetapkan

a. Bangunan Rumah Tempat Tinggal/ : 2% dari harvga bangunan.
Bangunan Masyarakat.

b. Bangunan Untuk Usaha, Badan : 3% dari harga bangunan.
IUJsaha, baik Swasta, BUMN maupun
Pemerintah. .

c. Bangunan Pagar Rumah Tempat : 1% dari harga bangunan.
Tinggal

d. Bangunan Pagar untuk Badan Usaha : 2% dari harga bangunan.

dan Usaha baik Swasta, BUMN
maupun Pemerintah.

w
an

e. Bangunan Pagar Mewah dari harga bangunan.



(2)

{1)

(1)

Tarit Izin Mendirikan Bangunan Bidang Kebina Margaan dan
Kepengaliran ditetapkan

a. Bangunan jalan, jalan Jembatan, jembatan dan dermaga
masyarakat 2 % (dua persen) dari hargca bangunan;

b. Bangunan Jjalan, jalan jembatan, jembatan dan dermaga oleh
badan usaha baik Swasta, BUMN maupun Pemerintah 3% dari harga
bangunan;

c. Bangunan kepengairan yang dibangun ©oleh badan usaha Dbaik
swasta, BUMN maupun Pemerintah 3 % (tiga persen) dari harga
bangunan; '

d. Bangunan Perpipaan (PAM, PLN, Telkom) yang dibangun dalam

Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) oleh Badan Usaha Swasta,
BUMN maupun Pemerintah 3 §s dari harga bangunan;

Pasal 11

Tarif Izin Mengubah/Perbaikan Bangunan ditetapkan

a. Bangunan Rumah Tempat Tinggal : 1% dari harga pengubahan/
perbaikan bangunan.

b. Bangunan Badan Usaha baik . 2% dari jumlah harga
Swasta, BUMN maupun pengubahan/perbaikan”
Pemerintah. bangunan.

Kepala Daerah menetapkan harga dasar mengubah/perbaikan bangunan
menurut klasifikasi.

Pasal 12

Tarif Izin Pembongkaran Bangunan ditetapkan

a. Bangunan Rumah Tempat Tinggal @ 1% dari jumlah biaya
pembongkaran.

b. Bangunan Badan Usaha baik . 2% dari jumlah biava
Swasta, BUMN maupun pembongkaran.

Pemerintah :

Kepala Daerah menetapkan harga dasar biaya Pembongkaran menurut
klasifikasi.



(1)

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18
Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah atau ditempat
lain yang ditunjuk sesuai waktu vyang ditentukan dengan

menggunakan SKRD, SKRD secara ‘jabatan:'dan SKRD tambahan;

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunijuk, maxa
hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah
selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditatapkan
oleh Kepala Daerah; ’

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu Yang

ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (10) Pasal ini. maka
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) per bulan maksimal 24 {(dua puluh empat) bulan dengan

menerbitkan STRD;

Pasal 19

Pembayvaran Retribusi harus dilakukan tunai/lunas;
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikXan 1zin
kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yvang terutang
dalam jangka waktu tertentu dengan alasan vang dapat
dipertanggung jawabkan;
Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud avat (2)
Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20
Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 avat (1)
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembavaran;

Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pambayaran dan
buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud avat (1 dan (2)

. Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain vyang sejenis

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan
segera setelah 7 {tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
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BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 24

wWajib Retribusi dapat mengajukan permchonan pembatalan SKRD dan
STRD yvang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Daerah;

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan
Retribusi vyang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannva;

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar;

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud ' ayat (2) Pasal ini dan
pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus

disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi keparda Kepala
Daerah "~ atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan
alasan yvang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya;

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal
ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat vyang ditunjuk
praling lama 3 {(tiga) bulan sejak Surat permohonan diterima;

Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud avyat (1),
{2) dan ayat (5) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat vang
ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan,

pengurangan kKetetapan, pengahapusan atau pengurangdn sanksi
administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII
TATA CARA PENRYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 25

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD
dan STRD;

Permohonan Kkeberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau
Pejabat vang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama & (enam)

bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;

Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
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Permohonan KkKeberatan sebagaimana dimaksud avat (1)}
Pasal 1ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau AR vana
ditunjuk dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) SuLan sejax
tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima;

BAB XIV

TATA CARA PERHITURGAN PENGEMBALTAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26
Wajib Retribusi harus mangajukan permohonan sSecars tertulicz
kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian L21ablhan

pembayaran Retribusi;

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud avat (1)
atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkar
dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarxan;

ot

Atas permohonan sebagaimana dimaksud avat {2 pas
herhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat di
dengan pembayaran Retribusi selanjutnya;

al ini  vang
parnitungkan

Pasal 27

Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan

perhitungaan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Da=rah 1ni,
diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 {dua) buian sejax
diterimanvya permohonan pengembalian kelebinhan pambayaran

Retribusi;

Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud avat (1}
]

pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 {dua;
bulan sejak diterbitkannya kelebihan Retribusi;

rengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat waktu 2 {dua) bulan sejak diterbitkan atas kxesterlambatan
pembayaran relebihan Retribusi. .

Pasal 28

Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah inl
dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Retribusi (SPHKR);

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peratura
ini diterbitkan bukti pemindahan bhukuan yand berlaku Jjudg
pembayaran.

n Daerah
a sebaaal



BAB XV

INSTAKSI PEMUNGUT

Vo)

Pasal 2
Instansi pemunagut ditetapkan oleh Kepala Dasrah.
BAB ZXVI

PEMBINAAK/PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakuxkan
oleh Kepala Daerah atau pejabat vyang ditunjuk.

;-

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
diancam pidana rurungan selama-lamanya 6 {enam} bulan dan atau
denda sebanyak-banyaknya 4 {empat) kali Retribusi vyang terutang;

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1} Paszal ini adalah
pelangagaran.

P 0 NY I DIEKAHN

ejabat Negeri 3ipil tertentu 4di lingkungan Pemsz=rintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk m2lakukan
enyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana
1 sud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentany Hukum
Acara Pidana;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1) Pasal ini
adaiah '

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Dasrah dan agar keterangan atau laporan tersebut meniadi
iengkap dan jelas; ’
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b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai oTang

pribadi atau badan tentang Kkebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah
tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi gtau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut; -

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang atau dokumen vyang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret, seseorang atau vang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah;

1. Memanggil orang atau didengar Keterangannya dan diperiksa
sebagail tersangka atau saksi;

J. Menghentikan penvyidikan;

kK. Melakukan tindakan lain vyang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada avyat (1) Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan vang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1996 tentang Izin
Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku;

Hal-hal belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenali pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati Kepala Daerah.



Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinva,
Lembaran

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

pada tanggal 31 Agustus 1568.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERRAH TINGKAT
KAquézggipggﬁAH TINGKAT II KUTAI II KUTAI,
sosomariiKee tou g, "

-~ H” SYAUKANT . HR.

P

Diundangkan dalam Lembaran DA
Kabupaten Daer
Nomor
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ATAS
PERATURAN DAERAH XABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 13 TAHUN 1928

TENTANG
RETRIBUST IZIN MENDIRIKAR BANGUNAN

PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat 1II, kemudian
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah
Tingkat II, maka dalam upaya membiayai penyelenggaraan Kkedglatan
Pemerintahan dan Pembangunan, perlu memanfaatkan potensi-potensi
vang ada secara maksimal.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutail Nomor & Tahun
1996, perlu disesuaikan terhadap Peraturan Pemerintah tersebut

diatas.

Tujuan dan maksud disesuaixannya kembali Peraturan Daerah
adalah untuk mengantar, menjamin keselamatan bangunan, Keselamatan
masyarakat, keselamatan lingkungan, penataan kota, pendayagunaan,
keindahan wilayah vang dikaitkan pula untuk mempermudah
pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan, baik tertib pelak-
sanaan maupun. tertib pengawasannya.

Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Perizinan
tertentu sebagaimana yvang tersurat di dalam Pasal 4 avat (2) huruf
b, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

Dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah untuk menunjang
kegiatan Pemerintan dan Pembpangunan guna mewujudkan Otonomil yang
nvata dan bertanggung jawab, perlu menetapkan kembali Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan (RIMB) dalam Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PABAL.

Pasal 1 huruf a s/d huruf jJ : Cukup Jelszas.



Pasal 1 huruf k : Termasuk dalam pengertian
Bangunan adalah

Jalan lingkungan vang
terletak dalam suatu komplek
bangunan seperti hotel,

pabrik, dan emplasemennya,
dan lain-lain yang merupakan
satu kesatuan dengan
komplek Bangunan tersebut.

Jalan Tol.

Kolam renang.

Pagar Mewah.

Tempat Olah Raga.

Gelanggang Kapal, dermaga/

jembatan.

Taman Mewah.

Tempat penampungan/kilang
minyak, air dan gas, pipa,
minyak.

Pasilitas lain vang

memberikan manfaat.

. Pasal 1 huruf 1 s/d x : Cukup Jelas.

Pasal 2 ayat (1) T -

Setiap Mendirikan Bangunan
harus mendapatkan Izin dari

Kepala Daerah, maksudnya
sebelum melaksanakan kegia-
tan pembangunan, - orang

pribadi atau Badan terlebih
dahulu menyelesaikan 1zin
Mendirikan Bangunan dari
Instansi yang ditunjuk untuk
menerbitkan Perizinan.

Apabila tidak menyelesaikan
proses perizinannya dan
bangunan telah didirikan,
maka Bagian- Ketertiban
Setwilda Tk. II Kutai bersa-
ma-sama Instansi terkait
melakukan pembongkaran atas
bangunan yang bersangkutan
tersebut.

Pasal 2 ayat (2) : Cukup Jelas.
Pasal 3 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas.
' Pasal 8 : a. Termasuk dalam klasifikasi

Bangunan adalah

— Bangunan Umum dan Bangu
nan Pemerintah Daerah.

- Bangunan Perniagaan.

- Bangunan Pendidikan.

- Bangunan Industri.

- Bangunan Kelembagaan.

- Bangunan Rumah Tinggal.



o

0

Cl

4

1.

‘atau gudang vyang

Bangunan Psrniagaan sialan
bangunan atau bagizan Langu-
nan yang mendapat izin dari
berwajib terdaftar sehagai
atau untuk nizga, termasuk

¥arung Kcpi. ruman masxan,
bar, pazar, Tuanyg penjua-
lan, bengkel sepeda
motor/mobil, bengks: dan

-

depot-depot bhensin.

Bangunan Pendidikan asdalah
Bangunan ya Gilgunakan
untuk keg

a
pendidikan Lau sSejenis
sekolah-sckol 5 gedung-
gedung lembaga pendidikan.
hengkel Llatihan/praktek
laboraterium dan sebagal-
nva.

id
ng
latan-kagiatan
at
ah

Bangunan
bangunan =a
pada bangunan dimana ba-
rang-barang atau Lahan-
bahan dikuat, dissiesai
disimpan dan dijual heli
tetapi bukan kangunan t
a

|

i1
mendapat izin seha
industri.

Bangunan kelembagaan adalah
bangunan kelembagaan yang
digunakan bagi maksud-
maksud urusan administrasi
perdagangan tetapi bukan
toko, gedunyg atau pabrik,

termasuk Xantor, rumah
sakit,gedung lembacga pema-
syarakatan, geduna Bank,

Studio pemancar dan gedung
bPasar bursa.

- Bangunan rumah tinggal
biasa adalah hangunan
vang digunakan bagi
penghuni rumah tinggal
termasuk rumah gandeng

tetapi bukan Flat.

- Bangunan rumah tinggal
luar biasa adalanh rumah
vang bukan marupakan

rumah tinggal biasa dan
atau rumah gandeng vang
digunakan bagi ponchunian

lebih dari satu rumah
Tangga (Filat). tarmasuk
gedung pertemuan Iingkun-
gan perumahan. rumah

penginapan,rumahn tumpan-
gan dan hotel.



Pasal

9

Pasal 10 ayat (1) huruf a s/d e

Pasal 10 ayvat (1) huruf a s/d d

Pasal

Pasal

Pasal
Pasal

Pasal

11

23

23

24

s/d Pasal 22

ayat (1) huruf d

ayat (1) huruf e s/d i
ayat (2)

s/d Pasal 34

- Bangunan rumah tinggal
bergabung adalah bangunan
gabungan toko dan peruma-
han, pabrik dan perumahan

yang digunakan bagi
penghunian dari vang
menghuni toko, kantor

gudang dan pabrik.

Cukup Jelas.

— Dari harga bangunan maksud-

nya adalah bangunan vyang
telah ada kontrak kerja/
karya atau yvang telah ada
harga bangunannya sebagai
dasar penetapan Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan
(RIMB).

Dari harga bangunan maksud-
nya adalah bangunan vang
telah ada kontrak kerja/
karya atau yana telah ada
jumlah harga bangunannya
sebagai dasar penetapan
Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (RIMB).

Yang dimaksud Dawasja adalah
Daerah Pengawasan Jalan
termasuk didalamnya Damija
dan Damaja.

Cukup Jelas.

Yang dimaksud Bouwvalling
adalah letak atau meletakkan
bangunan sesuai dengan
Peraturan yang berlaku.
Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.



